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ABSTRAK 

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR DESA BERINGIN 

TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN 

SINGINGI 

 

Kristina Maya Sari 

Diskhamarzaweny 

Rina Andriani 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Keuangan Pada 
Kantor Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 
Singingi Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, data primer merupakan 
data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan empat orang 
pegawai Kantor Desa Beringin Taluk, yaitu Kepala Desa, BPD, Bendahara Desa 
dan Sekretaris Desa. Data sekunder berupa data pendukung seperti sejarah 
singkat dan struktur organisasi Kantor Desa Beringin Taluk, pengumpulan data 
dilakukan dengan cara membandingkan antara Pengelolaan Keungan kantor 
Desa Beringin Taluk dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Hasil penelitian 
yang dilakukan adalah pengelolaan keuangan di Kantor Desa Beringin Taluk 
telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

Rincian unsur pengelolaan keuangan Kantor Desa Beringin Taluk: Proses 
Perencanaan Keuangan Desa Beringin Taluk, sudah sesuai dengan 
Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam menyusun rancangan RPJM Desa 
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) 
tahun. Proses Pelaksanaan Keuangan Desa Beringin Taluk, sudah sesuai 
dengan Permandagri Nomor 20 Tahun 2018. Proses Penatausahaan Keuangan 
Desa dilakukan dengan cara penginputan penerimaan dan pengeluaran kas 
yang dilakukan oleh bendahara Desa selaku pemegang kas terkait pelaksanaan 
kegiatan yang dilakukan oleh Desa Beringin Taluk, sudah sesuai dengan 
Permandagri Nomor 20 Tahun 2018. Proses Pelaporan Keuangan Desa sudah 
sesuai dengan Permandagri Nomor 20 Tahun 2018. Proses 
Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Beringin Taluk sudah sesuai dengan 
Permandagri Nomor 20 Tahun 2018. 

 
 
Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan, Keuangan, Kantor Desa. 
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ABSTRACT 

 
ANALYSIS OF FINANCIAL MANAGEMENT AT THE BERINGIN TALUK 

VILLAGE OFFICE, KUANTAN TENGAH DISTRICT, KUANTAN 
SINGINGI DISTRICT 

 
 

Kristina Maya Sari 
Diskhamarzaweny 

Rina Andriani 
 
 

This research aims to analyze financial management at the Beringin Taluk 
Village Office, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The type of 
research carried out was descriptive qualitative research. The data used are 
primary and secondary data, primary data is data obtained by conducting 
interviews with four employees of the Beringin Taluk Village Office, namely the 
Village Head, BPD, Village Treasurer and Village Secretary. Secondary data is in 
the form of supporting data such as a brief history and organizational structure of 
the Beringin Taluk Village Office. Data collection was carried out by comparing 
the Financial Management of the Beringin Taluk Village Office with Minister of 
Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The results of the research carried 
out were that financial management at the Beringin Taluk Village Office was in 
accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. 

Details of the financial management elements of the Beringin Taluk 
Village Office: The Beringin Taluk Village Financial Planning Process is in 
accordance with Permandagri Number 20 of 2018 in preparing the Village RPJM 
(Village Medium Term Development Plan) for a period of 6 (six) years. The 
process of implementing the finances of Beringin Taluk Village is in accordance 
with Permandagri Number 20 of 2018. The process of administering Village 
Finances is carried out by inputting cash receipts and disbursements carried out 
by the Village treasurer as the cash holder related to the implementation of 
activities carried out by Beringin Taluk Village, which is in accordance with the 
Permandagri Number 20 of 2018. The Village Financial Reporting Process is in 
accordance with Permandagri Number 20 of 2018. The Village Financial 
Accountability Process, Beringin Taluk is in accordance with Permandagri 
Number 20 of 2018. 
 
 
Keywords: Analysis, Management, Financial, Village Office. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang 

Salah satu tujuan akuntansi keuangan desa adalah menyediakan 

berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi 

pelaksanaan keuangan masalalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi 

oleh pihak eksternal pemerintah desa untuk masa yang akan dating sehingga 

penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi 

pemerintah. Standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang 

Keuangan Negara dan Daerah yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD. 

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di 

desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan 

pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk 

laporan keuangan dan akan digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan 

dengan desa. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan 

transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang 

berupa keterbukaan (openness) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan 

sumber daya publik. Transparansi yang dimaksudkan terutama dalam hal 

informasi keuangan dan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan dalam 

bentuk relevan dan mudah dipahami. Pencapaian suatu transparansi dan 
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akuntabilitas public dalam pemerintahan desa dengan cara menerapkan adanya 

sebuah sistem akuntansi pemerintah desa yang transparency dan accountable, 

sehingga diharapkan dengan adanya sistem akuntansi pemerintah desa dapat 

diketahui keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan daerah serta 

digunakan untuk mengambil kebijakan berdasarkan informasi laporan keuangan 

yang dihasilkan. 

Salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap pengembangan 

wilayah pedesaan adalah dengan mengalokasikan sumber pendanaan keuangan 

desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditransfer melalui Pemerintah 

Kabupaten/ Kota. Dimana ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota paling sedikit 10% (sepuluh 

persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72). Yang ditransfer secara bertahap dan 

sebelum mengalokasikan dana tersebut pihak pemerintah terlebih dahulu 

memperhatikan jumlah nominal yang akan diberikan kepada tiap-tiap desa, 

dikarenakan setiap desa akan menerima dana yang berbeda-beda tergantung 

dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 

geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan 

pembangunan desa. 

 Desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas 

pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan 

tersebut. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan harapan 

laporan keuangan desa yang telah dihasilkan dapat memberikan informasi yang 

lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode yang bersangkutan, 
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akuntabel dan transparan, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) dan dapat menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui. 

Berdasarkan data (https://www.riauonline.co.id 15 Desember 2021) 

Kuantan Singingi menjadi kabupaten dengan pencairan dana desa tertinggi di 

provinsi Riau. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti terkait penyaluran 

dana desa apakah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa atau 

tidak. (https://infopublik.id 11 Mei 2018) menyatakan bahwa Kabupaten Kuantan 

Singingi mendapat anggaran dari APBN untuk dana desa sebesar Rp. 

153.076.959.000. Pada tahun 2023 meningkat 40,67% yaitu senilai Rp. 

258.000.000.000 (https://www.riauonline.co.id 03 Januari 2023). 

 Sebagai mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi dan 

adanya ikatan emosional antara peneliti dengan aparat pemerintahan desa 

Beringin Taluk sehingga memudahkan pengumpulan data terkait penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Desa Beringin 

Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”. 

 
1.2      Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Apakah Pengelolaan Keuangan Pada 

Kantor Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 

Singingi Telah Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa?”. 

 
 
 
 
 

http://www.riauonline.co.id/
https://infopublik.id/
https://www.riauonline.co.id/
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1.3      Tujuan Penelitian   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian 

Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan 

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

 
1.4      Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai sistem informasi akuntansi penggajian, dan dapat memberikan 

kesesuaian antara teori dan regulasi yang ada dengan praktik dilapangan 

mengenai Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Desa Beringin Taluk Kecamatan 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan 

dan wawasan mengenai Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Desa yang sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan.   

1.4.2.2 Kantor Desa Beringin Taluk 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

kantor desa, dan dapat digunakan sebagai acuan terhadap Pengelolaan 

Keuangan Pada Kantor Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuantan Singingi. 
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1.4.2.3 Universitas Islam Kuantan Singingi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi kepustakaan dan 

dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan 

penelitian yang sama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, hasil penelitian dapat disimpulkan : 

1. Proses Perencanaan Keuangan Desa Beringin Taluk, sudah sesuai 

dengan Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam menyusun rancangan 

RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk 

jangka waktu 6 (enam) tahun. Yang harus dimusyawarahkan terlebih 

dahulu melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) guna untuk 

memperdayakan masyarakat Desa dalam rangka pembangunan Desa. 

2. Proses Pelaksanaan Keuangan Desa Beringin Taluk, sudah sesuai 

dengan Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam proses pelaksanaan 

APBDesa telah di atur sebaik mungkin, agar pada saat pelaksanaan dan 

pengalokasian dana Desa bisa berjalan sesuai dengan perencanaan dan 

penatausahaan yang telah ditentukan sehingga dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan. 

3. Proses Penatausahaan Keuangan Desa dilakukan dengan cara 

penginputan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh 

bendahara Desa selaku pemegang kas terkait pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan oleh Desa Beringin Taluk, sudah sesuai dengan Permandagri 

Nomor 20 Tahun 2018. 

4. Proses Pelaporan Keuangan Desa sudah sesuai dengan Permandagri 

Nomor 20 Tahun 2018 melakukan mengumpulkan hasil Musrenbang 
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Desa, RKPDesa, RPJMDesa dan Laporan APBDesa. Untuk mengetahui 

proses pelaporan pengelolaan keuangan Desa, bahwa setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh Desa Beringin Taluk yang didanai oleh APBD harus 

sesuai dengan catatan penginputan yang dilakukan oleh bendahara Desa 

sehingga bisa dilaporkan secara baik dan dapat dipertangunggjawabkan 

atas realisasi anggaran. 

5. Proses Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Beringin Taluk sudah 

sesuai dengan Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban 

APBDesa dilaporkan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(SISKEUDES) yang dimana laporan ini diinput pada saat bendahara Desa 

melakukan penginputan atas penerimaan dan pengeluaran kas Desa. 

 
5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang diberikan penulis 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk Kantor Kepala Desa Beringin Taluk, mengingat akibat dari 

pembicaraan dan tujuan yang telah dikemukakan, maka penulis mencoba 

memberikan ide yang dapat diandalkan untuk memberikan manfaat bagi 

pemerintah Desa dalam mengawasi rekening Desa di Desa Beringin 

Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. 

a. Perlu juga ditingkatkan agar penguatan atau persiapan yang 

dilakukan oleh pemerintah Desa, khususnya penyandang dana Desa 

di Desa Beringin Taluk, sehingga administrasi keuangan Desa di 

Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten 

Kuantan Singingi, secara konsisten sesuai dengan Permendagri No. 

20 Tahun 2018 . 
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b. Pemerintah Desa Beringin Taluk, sebaiknya menerapkan asas 

transparansi setiap adanya pengeluaran dan pembelian sehingga 

seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah 

Desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat Desa Beringin Taluk.. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya yang membahas permasalahan yang sama 

untuk cakupan yang lebih luas dan membahas tentang penerapan 

akuntansi keuangan desa yang lebih khusus dan detail sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang terbaru tentang akuntansi 

keuangan desa. 
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